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ABSTRAK

Pembangunan desa menjadi isu yang menjadi sorotan terlebih dengan adanya Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Jumlah dana desa yang dicanangkan oleh pemerintah pada tahun anggaran
2015 yaitu Rp.20.766.200.000.000. Dana Desa dijadikan sebagai salah satu sumber keuangan desa dan pembiayaan
pembangunan desa sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya dana desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melal}.u Angggran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan
digunakan dalam program prioritas berupa pelaksanaan pembangunan, dan pemiberdayaan masyarakat. Nagari sebagai bentuk
lain desa memiliki hak sama dengan desa dalam Alokasi Dana Desa yang merupakan program pemerintah sebagai pelaksanaan
Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jumlah dana desa yang dianggarkan untuk pembangunan nagari di
Sumatera Barat berjumlah Rp. 267.003.839.000. Jumlah tersebut ditujukan kepada 880 nagari di 14 Kabupaten dan Kota.
Penggunaan dana desa oleh pemerintah nagari digunakan untuk kemajuan nagari. Kemudian daripada itu, dana desa alokasi
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus dikelola oleh nagari dengan sebaik sebaiknya sehingga
termanfaatkan kepada masyarakat nagari. Berdasarkan hal tersebut, dalam tulisan ini rumusan masalah yaitu: 1) Bagaimana
pengelolaan dana desa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk pembangunan fisik di Nagari 11l Koto
Kabupaten Tanah Datar ?, 2) Bagaimana pembinaan dan pengawasan pemerintahan nagari yang dilakukan pemerintahan
daerah Kabupaten Tanah Datar berkaitan dengan pengelolaan dana desa?. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah
Yuridis Sosiologis dengan metode wawancara terhadap Wali Nagari Il Koto dan Bupati kabupaten Tanah Datar atau yang
mewakili. Hasil penelitian menunjukkan 1) Pengelolazm dana desa alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk
pembangunan di Nagari 11 Koto tahun anggaran 2015 mendapat persentase 84,6 % , Namun dibalik hal tersebut masih ditemui
proses pengelolaan dana desa yang kesalahan. Hal tersebut berupa: kesalahan dalam penentuan perencanaan kegiatan, kurang
cermat menggunakan peraturan perundang-undangan yang menjadi rujukan, keterlambatan dalam penyaluran dana desa dari
rekenening kas negara hingga ke rekening kas nagari, dan tidak terlaksananya laporan semester awal dan keterlambatan
penyampaian laporan tahunan serta pertanggungjawaban pengelolaan dana desa kepada Bupati Tanah Datar dan Presiden
ataupun Menteri yang terkait. 2) Pembinaan dan pengawasan terkait pengelolaan dana desa oleh pemerintah daerah Kabupaten
Tanah Datar kepada pemerintah Nagari Il Koto dilaksanakan berupa pembinaan kelembagaan dan tata kelola keuangan diikuti
pengawasan berupa pengawasan sebelum pelaksanaan, pengawasan terhadap pelaksanaan serta pengawasan setelah selesai
pelaksanaan untuk mamastikan kemanfaatan infrastruktur yang dibangun pemerintah nagari oleh masyarakat setempat.
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